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BUPATI PENAJAM PASER UTARA 
 

 
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA 

NOMOR  6  TAHUN  2010 
 

TENTANG 
 

TATA LAKSANA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 
 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 
 

BUPATI PENAJAM PASER UTARA, 
 
 
 

Menimbang  :  a.  bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi 
sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta mahkluk 
hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi 
sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem; 

   b.  bahwa untuk menjaga kualitas air agar dapat memenuhi kepentingan 
generasi sekarang dan yang akan datang, perlu dilakukan upaya 
pengendalian pencemaran air dan pengelolaan kualitas air; 

   c.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 
penyelenggaraan urusan wajib pada sub-sub bidang pengendalian 
pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh Bupati yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata 
Laksana Pengendalian Pencemaran Air; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas 
Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4161); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

9.  Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 
Tentang Tata Laksana Pengendaalian Pencemaran Air; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, 
Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D 
Nomor 3);  

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 26 
Tahun 2002 tentang Baku Mutu Air Limbah Cair Bagi Industri dan Usaha 
Lainnya Dalam Provinsi Kalimantan Timur; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PENGENDALIAN 
PENCEMARAN AIR. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 

3. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara; 

4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam 
Paser Utara. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), 
perseroan komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, 
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, dan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk 
Usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 

6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan 
air fosil. 

7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam 
pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. 

8. Sumber air lintas kabupaten/kota adalah sumber air yang melintasi lebih dari satu 
kabupaten/kota dan/atau yang terletak pada perbatasan kabupaten/kota dalam satu provinsi. 

9. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-
parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

10. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu 
tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air. 

11. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makluk hidup, zat, energi, atau komponen yang 
ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. 

12. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau 
kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan 
baku mutu air atau kelas air yang ditetapkan. 

13. Status trofik adalah kondisi kualitas air danau dan waduk diklasifikasikan berdasarkan status 
proses eutrofikasi yang disebabkan adanya peningkatan kadar unsur hara dalam air. 

14. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 
komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah 
yang telah ditetapkan. 

15. Inventarisasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan 
terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam 
sumber air. 

16. Identifikasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan 
besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemar air yang 
dihasilkan dari kegiatan inventarisasi. 
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17. Beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau 
air limbah. 

18. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk 
menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. 

19. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. 

20. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk 
dimasukkan ke media air. 

21. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang 
diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. 

22. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air 
serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. 

23. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis 
usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang 
dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan 
pembudidayaan tanaman. 

24. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian 
mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/atau kegiatan. 

25. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang 
selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau 
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

 

 

BAB II  

TUJUAN 
 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi daerah dalam melaksanakan 
perizinan pengendalian pencemaran air. 
 

 
 

BAB III  

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 3 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air; 

b. penetapan daya tampung beban pencemaran air; 
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c. penetapan baku mutu air limbah; 
d. penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air; 
e. perizinan; 
f. pemantauan kualitas air; 
g. pembinaan dan pengawasan; dan 
h. penyediaan informasi. 

 

 

BAB IV 

INVENTARISASI, IDENTIFIKASI, DAN 

REKAPITULASI SUMBER PENCEMAR AIR 

 
Pasal 4 

(1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air skala 
kabupaten. 

(2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui pejabat 
yang ditunjuk melakukan identifikasi sumber pencemar air. 

(3) pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan Gubernur paling sedikit 
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

 

 
Pasal 5 

Bupati melalui pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya melakukan pemutakhiran 
data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

 

 

BAB V 

PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR 

 
Pasal 7 

(1) Bupati menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air untuk sungai, muara, 
danau, waduk, embung dan/atau situ yang berada dalam wilayah kabupaten. 

(2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memperhitungkan: 

a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik 
sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya; 
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b. baku mutu air untuk sungai dan muara; 

c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ, danau, dan waduk; dan 

d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air. 

(3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
menunjukan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar 
air terhadap sumber air. 

(4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

 
Pasal 8 

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan 
daya tampung beban pencemaran air. 

(2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan atas: 

a. status mutu air dan/atau status trofik air; 

b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan/atau 

c. pemanfaatan air baku untuk air minum. 

 

 
Pasal 9 

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat 1 digunakan sebagai dasar: 
a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh bupati; 
b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh 

bupati; 
c. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan 
d. penentuan mutu air sasaran. 

 

 
Pasal 10 

(1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa 
penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban 
pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah tersebut sebagai persyaratan 
mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke 
sumber air. 
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(2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa 
penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban 
pencemaran air terlewati, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil 
penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin 
lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air. 

 

 
Pasal 11 

Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau 
kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air 
menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor 
penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air. 

 
 

Pasal 12 

(1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan: 
a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan 
b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air. 

     
Pasal 13 

Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran air kepada gubernur dengan 
tembusan Menteri. 

 

 

BAB VI 

PENETAPAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 

 
Pasal 14 

Bupati menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air tingkat kabupaten berdasarkan: 
a. rekapitulasi dan analisis hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; 
b. daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan  
c. mutu air sasaran. 

 
Pasal 15 

Penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air. 
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BAB VII 

PERIZINAN 

Bagian Pertama 
Izin Lingkungan yang Berkaitan 

dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air 
 

 
Pasal 16 

(1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air 
diselenggarakan melalui tahapan: 
a. pengajuan permohonan izin; 
b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan 
c. penetapan izin. 

(2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi 
persyaratan: 
a. administrasi; dan  
b. teknis. 

 
Pasal 17 

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas: 
a.  isian formulir permohonan izin; 
b.  izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan 
c. dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokomen lain yang dipersamakan dengan dokumen 

dimaksud. 

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas: 
a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan 

sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang 
berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan 

b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan 
tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat. 

(3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat 
informasi: 
a. identitas pemohon izin; 
b. ruang lingkup air limbah; 
c. sumber dan karakteristik air limbah; 
d. sistem pengelolaan air limbah; 
e. debit, volume, dan kualitas air limbah; 
f. lokasi titik penaatan dan pembuangan air limbah; 
g. jenis dan kapasitas produksi; 
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h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan; 
i. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan 
j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat. 

(4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat 
menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat 
secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah. 

 

 

Bagian Kedua 
Izin Lingkungan yang Berkaitan dengan 

Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah 

 
Pasal 18 

(1)  Izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi 
pada tanah diselenggarakan melalui tahapan: 
a. pengajuan permohonan izin; 
b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan 
c. penetapan izin. 

(2)  Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi 
persyaratan: 
a. administrasi; dan  
b. teknis. 

 
Pasal 19 

(1)  Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas : 
a.  isian formulir permohonan perizinan; 
b.  izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan 
c.  dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen 

dimaksud. 

(2)  Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa kajian 
pemanfaatan air limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi: 
a.  kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap 

pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan 
masyarakat; 

b.  kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi 
pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air 
tanah, dan kesehatan masyarakat; dan 

c.  upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya 
yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah 
termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran. 
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(3)  Isian formulir permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 
sedikit memuat informasi: 
a.  identitas pemohon izin; 
b.  jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya; 
c.  jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan; 
d.  hasil pemantauan kualitas sumber air; 
e.  ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin; 
f.  sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan; 
g.  jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan; 
h.  sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan 

dimanfaatkan; 
i.  debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan; 
j.  debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan; 
k.  lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian 

pemanfaatan air limbah; 
l.  lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air 

limbah; dan 
m.  metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan; 
n.  jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan; 
o.  penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat. 

(4) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diambil dari dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila 
dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah 
pada tanah. 

 

 

Bagian Ketiga 
Jangka Waktu Perizinan 

 
Pasal 20 

(1)  Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 
ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 

(2)  Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh: 
a.  berakhirnya masa berlaku izin; 
b.  pencabutan izin; atau 
c.  pembatalan izin. 

(3)  Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- 
undangan yang mengatur tentang Sanksi Administrasi. 
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Bagian Keempat 
Informasi Publik 

 
Pasal 21 

Bupati melalui pejabat yang ditunjuk wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai: 

a.  persyaratan dan tata cara izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke 
sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan 

b.  status permohonan izin. 
 
 
 

BAB VIII 

PEMANTAUAN KUALITAS AIR 
 

Pasal 22 

(1)  Pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan oleh Bupati melalui pejabat yang 
ditunjuk Kantor Lingkungan Hidup untuk sumber air yang berada dalam wilayah 
kabupaten. 

(2)  Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan. 

(3)  Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air pada sumber air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) mengacu pada Peraturan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup. 

 

 

 

BAB IX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Bagian Pertama 

Pembinaan 
 

Pasal 23 

Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan: 

a.  Perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau 

b.  perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi 
pada tanah. 
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Pasal 24 

(1)  Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 

(2)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; 

b.  mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah; 

c.  mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan 
sumberdaya; 

d.  mendorong upaya pemanfaatan air limbah; 

e.  mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi 

f.  menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau 
konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau 

g.  penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif. 

(3)   Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain 
meliputi: 

a.  pemberian penghargaan; dan/atau 

b.  pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat. 

(4)  Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain 
meliputi: 

a.  penambahan frekuensi swapantau; dan/atau 

b.   pengumuman riwayat kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat. 

 

 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

 
Pasal 25 

Kantor Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan penaatan penanggungjawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan 
pengendalian pencemaran air serta persyaratan teknis pengendalian pencemaran air yang 
tercantum dalam dokumen Amdal yang telah disetujui oleh Bupati. 

 

Pasal 26 

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam 
pedoman pengawasan pengendalian pencemaran air sebagaimana tercantum dalam Peraturan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian 
Pencemaran Air. 
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BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 27 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan 
menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 

 

 

Ditetapkan di Penajam 
pada tanggal  19 Juli  2010                                       

 
BUPATI PENAJAM PASER UTARA, 

 
 

Ttd 
 
 

H. ANDI HARAHAP 
 
 
Diundangkan di Penajam 
pada tanggal  19 Juli  2010                                      
 
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, 
 
 
        Ttd  
 
   
H. SUTIMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011 NOMOR 6. 
 

 


